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Abstract

3ffetces to domestic workers' rights. The resecrch on the iegol protectian of wofi]en ct
:ic workers (PRT) in lndonesion positive lcw is intended to c{low the l?gitimaot oi women's
,ecoEnition ond protection os domestic workers especially in Emptoyment Act which is beins
l amended ot this tinte" The research wos carried out by normative juridical approach. The

'a showed thot tlte r€cogniticn of the rights of wornen as domestic workers hos not specifiail,
::eC in the Act, given their status os workers in the informal sector, the seatar is not| .?:2242"..;zz?e-,y'7,' ,..21 /'42.12aa../ /az.,v-€.f"2.../zlt"Z/ d"d 

"z/,?J11y'' 
1<aa' la./ ,z?l ,c,ta?lc./-z.d/

'-.L 4//2'/t r."/1,h" lztt'z'e'-7adz.zg, rarzaz zs/a,zcr/i;t'azrkc1rt-e'zrcm,/z.q l,4ar7 .zjzr2l:'
:ti such es the Constitution, Law No 3, year 1999 cbout humon Right:s, Low no. 2J

wtxxu{ Jcn1€sar. wAkflceil cnd poft of Law no" f.? of Z@] ofi frionpower/etnp(d/menL fhe
| €i:e.ted to opprove ond estcblish the Low on the protection of domestic workers.

flft0iml|'s:ia woakers, protection lcws, informol sectar

Abstrak

terhadap haf: aekeda rumah tangga (PRT). Penetit'an tentang perlindunsa:l
:3rempuan sebagai PRT datarn hul(um positif Indonesia irertujuarl agar pereriDuan
-iTlah tangga nlendapat pengakuan dan perlindungaa atas hak-haknya terutama

a:n yang sedang Cire'risi saat ini. Pendekatan pene(itian ditakukan jecara
-iasii. Denelitian rnenunjuki<a;r bahwa pengakuan terhadao hak-hak pp,T selama ini

*F:a:3 khu5us dalam rrndang.undang, mengingat status me!.eka sebaEa; pekerja di
r,. ,:i-lx sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak diatur iunregu{died,) dan

sgai tetapi tidak terdafrar (unregistered). Upaya hukum l/ang ditakukan perernpuan
:*":iian dengan hak-hal<nya menggunakan peraturan perundang-undangan aniara lain

Illll r 'qr: l9 Tahun 1999 iHAtl), UU No. 23 fahun 2004 (KDRTi, dan sebagiat 1,,U No. 13 Ta-
.,etenagakerjaan. Diharapkan pemerintah segera mengesahkan dan menetapkan UU
an Pekeja Runah Tangga (UUPPRT).

::: :"unrah tan3ga, perLindrrngan hukurri, sector informeri.

easal 27 ayat (2) UUD 1945
-Tiap-tiap warga negara ber-

'dan 
penghidupan yang layak

iflrrrEF-pa(an ringka5an hasit Peflelitlan Hibah
lang didanai Dipa Unsri Norflor: 0700/023-

r"'4,l-.1611S1'1" langga\ 9 Dese \ber a0'\1 de$gan suraf,
:€rjaniian petaksanaan Pekerjaan Penelitian Hibah Fun-
lamentat Unsri No. 0015/UN9.4.2/LK.UPL/2012 tancsat
:112 deflBan judul: Aspek Perlindungan Htrkum TertraOap
-enaga Kerja Perempuan sebagai Pernbantu Rumah
-angga (Donestic lyorker5) Menurut Hukum Positif
adone5ia

bagi kemanusiaan". Ketentuan ini ditegaskan la-
gi pada Pasal 28 D (2) yang men*atur bahwa
setiap orang berhak untuk bekerja serta menda-
pat imbalan dan perlakuan yang adit dan layak
dalam hubungan kerj:, Namun demikiarr, datam
kenyataan di lapangan, para pekerja runrah
tangga (PRT\ belum dan ia{a\g d\sebu\ sebaga\
pekerja (workers), metainkan hanya sebagai
pembantu (helper), PanCangan masyarakat yang
menganggap bahwa hubungan antara PRT de-
ngan majikan hanya sebagai hubungan yang ber.
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bagi pemerintah untuk segera dengan tema sentra[ yang direftekikan datam
permasatahan.lkerangka hukum untuk pengakuaan

bagi PRT. Jumtah wanita yang

PRT, di lndonesia, cukup banyak dan

sangat dibutuhkan, namun per-

terhadap profesi ini masih belum me-

Beidasarkan [atar t]elakang te6ebut, ada

yang dapat dirumuskan. Per-
bagaimana pelaksanaan perlindungan ter-
tenaga kerja perempuan sebagai PRT

rnenjamin hak-hak PRT dalarn hukum posi-

; Kedua, faktor-faktor apa yang
pelakanaan perlindungan hukum

tenaga kerja perempuan sebagai PRT

mengingat belum ada pengakuan

PRT sebagai tenaga kerja format (bu-

Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yu-

oormatif dengan pendekatan frerundang-
(siatute appraach) dengan spesifikasi

deskripiis analitis yaiiu menggarnbar-

anaiisis masalah-masatah hukum ten-
kerja perempuan sebagai PRT da-
pelakanaan perlindungan hukum.

nofmatif lnerupakan penetitian ke-
yaiiu penelltian terhadap data sekun-

data utama yang didukung dengan

empiris me{alui wawancara secara
dengan peiabat di Ungkungan Kota

Bagian Hukum dan Perundarrg-un-

Palembang, D,rnas tenaga Kerja Ko-
Folr+sia Patembang, t(oinnai Pe-

serta Womens C?isis Cenfre (WCC)

Data dianalisis secara kuali-
menggunakan metode analisis in-

kualitatif sebagai prosedur pene-

Fertanggungiawaban sistematika
bgis sistematis susunan bab dan

mefljawab uraian datam Pemba-

Pembahasan

Pertindungan Hukum terhadap Perempuan
Sebagai PRT Menurut Hukum Positif Indonesia

Ada aneka macam hubungan antara ang-
gota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbut-
kan oteh kepentingan anggota masyarakat. Ber-

anekaragamnya hubungan tersebut mengakibat'
kan anggota masyarakat memertukan aturan-
aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar
dalarn hubungan tersebut tidak terjadi kekacau-
an dalarn masyarakat" Dalam rangka menjaga
agar peraturan-peraturan hukum itu dapat ber-
langsung tenrs dan diterima se[uruh anggota
masyarakat, nnaka peraturan-peraturan hukum
yang ada harus sesuai dan tidak boteh b€rtenta-
ngaan dengan asas-asas keadilan dari masyara-
kat tersebut.l

Keientuan Pasat 1 ayat (3i UUD '1945 rne-

ngatui'bahwa lndonesia adalah negara hukum.
Ditegaskannya Indonesia sebagai negara hukunl
t€ntunya tidak asing tagi daian pralitek ketata-
negaraan sejak awa( pendirian negara hingga se-
karang. Namun dalam praKek ketatanegaraan

orang masih skeptis, apakah negara lrukurn itu
sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hai inj disebab-
kan di dalam praktek, pengertian yang menurut
teori masih pertu dikaji dengan kenyataan yang

hidup datam bermasyarakat dan bernegara.
Oteh karena itu, tidak mengherankan j'ika cita-
cita unive!-sa( mengenai negara hukum yang de-
mokratis sebagaimana diletakkan dalam konsti-
tusi sering ditangga; bahkan bertentangan de-
ngan HAlvl. Seakan-akan negan hukum yang de-
mokratis ini hanya mitos saja yang belum per-
nah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.5

Berkaitan dengan demokrasi, bahwa kese-
taraan merupakan sendi utama proses demo-
kratisasi karena menjamin terbukanya akses dan
peh.rang bagi seluruh elemen masfarak€t. Tidak

3 Johnny fbrahirn, 2008, Teorl dan lAetadotogt Penelldan
Hukun ltonntlf , llatang: BaW Atedia Pubtishing, htm.
297.
C.S.T. Kansil,, 2011, Pengantor llnw Huk,x, Jakar
ta:Rineka Cipta, htm. 36.
Dessy Artina, "Pottik Hukum Ke6etaraan Gender di Indo-
n€sia", Jun aI lbnu Hukuln, Edisi I No. 1, Tahun 2010,
Pekanbaru: Universitas Riau, htm, ,{8.

yang dikemukakan setaras
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ba-

hak

Perlindungan hukurr bagi perempuan se-

secara tegas diatur datam hukum in-
mendasar mengenai pertindungan

dari segala bentuk diskriminasi yaitu
mengenai Penghapusan Segala Bentuk

terhadap Wanita (Convention on
of AMorms of Ascriminotion

Woroenl CEDAW) yang tetah diratifikasi
UU No. 7 Tahun 1984 dikenal dengan

Perempuan. Kewajiban uniuk menghi-

segala bentuk diskriminasi terhadap p€-

dalarn bidang ekonomi dan ketenaga-

terdaoat-dalam Pasal 11 Konvensi CE-

Pubtikasi lnternasional Labour Organizati-

, memasukkan pekerja rumah tangga da-
sektor ekonomi non format. Berbeda de-
para pekerja yang berada datam sektor

mereka ditindungi oteh UU No. 13 Tahun
tentang Ketenagakerjaan. Da(am publ.ikasi

dijelaskan bahwa pemerlntah menyata-
majikan pekerja !'urnah tangga bisa tergo-
'oemberi kerja" ia bukan badan u:aha dan

demikian bukan 'pengusaha" dalarft ar-
undang Ketenagakerjaan. s Oten ka-

PRT dianggap ttdak dipekerjakan oteh

mereka tidak dib€rikan pertindung-

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada

hubungan antara PP.T dengan majikan-
umumnya hanya diatur berdasarkan keper-

saja, berbeda dengan mekanisme hubu-
kerja di sektor format yang jrya menyedia-

nrekani3me penyelesaian sengketa di penga-

hubungan industrial,
Pertu ditegaskan di sini, bahwa UU |10,13

2003 tidek rnenjangkau perlindungan hu-

terhadap PRT, tetapi sejumlah peraiuran

nasional tetah mengatur
memberikan perlindungan di bidang-bidang

meski secara terpisah dan terbatas.
hasil wawancara dengan Kepala 8i-

Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Pa-

bahwa PRT bukan buruh, karena me-
ditempatkan di rumah tangga bukan di per-

Disnaker hanya mengawasi tenaga ker-

ja datam sektor formal saja sebagaimana diten-
tukan datam UU No. l3 tahun 2003.

Perlindungan terhadap PRT diberikan de-
ngan mengingat asas penghormatan hak asasi
manusia dan keadilan serta kesetaraan. Perlin-
dungan tersebut bertujuan untuk memberikan
pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan
PRT, pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtang-
gaan mempun),ai nilai ekonomis, mencegah se-
gata bentuk diskrirninasi, pelecehan dan keke-
rasan tertadap PRT, perlindungan kepada PRT

dalam mewujudkan kesejahteraan, rnengatur
hubungan kerja yang menjunjung tinggi nitai-ni-
lai kemanusiaan, keaditan dan kesetaraan. Ben-

tuk pertindungan hukum tertradap perempuan

sebagai PRT antara lain terdapat datam: UUD

1945 Pasat 77 ayat (1,21, Pasal ?8 D, dalam Kon-

vensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang su-
dah diratifikasi oteh pemerintah Indonesia men-
jadi UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan

Kon-vensi Hak Ekononri, Sosial rlan Budaya,
KUHP, UU No. 13 Tahun 2003 Pasat 5 yang me-
ngatur bahwa setiap oranE mernpunyai hak yang

sarna unttJk mendapatkan pekerjaan tanpa
diskriminasi, UU No" 23 Tahun 2004 ientang
KDRT datam Pasat I ayat (1) bahwa kekerasan
datam iumah tangga adalah setiap perbuatan
tettadap sese{rang t-erutama perempuan, yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau pende-

ritaan secara fiiik, seksual, psil..oLogts dan atau
penelantaran rur ah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan pernaksaan, perampasan ke-
merdekaan secara rnelawan hukum dalann ting-
kup nrmah tangga, kemudian dalam Pasat ?
ayat (1) huruf c yang mengatur bal.vra crang
yang bekerja membantu rumah tangga dan me.
netap dalam rumah tangga tersebut, sebagai-
mana hunrf c dipandang sebagai anggota keluar-
ga dalarn jangka waktu tertentu selama berada
dalam rumah tangga yanag bersangkutan. Per-
lindungan hukum terhadap PRT terdapat juga
datam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAl,t, ser-
ta Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja layak
Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pendorong

ba$ pemerintah Indonesia untuk segera mem-
buat peraturan perundang.undangan yang nanti-
nya menjadi landasan yuridis perlindungan hu-
kum terhadaD PRT tersebut.

kl perem-

unumnya
dari pa-

besar

atasan

c'ari iisi
meieka

bah-

ba-
PRT ka-

iri belurn
pro-

m oetik
No. 303
Pengem-

Sati susiana, op.clf., htm. 257.



-!p plpasraq eleJeur p66uu{3s ,ueegeled uolqnl
-nqusut lud puerP)l .e^uup{lfpuJ depBqr€l IUd
uptunlup8rolal e^uepe ]€nlJedp !u! lpH 

.leulp
-:o qns teSeqes lXd lp8pqas uendurelad eJeluaul

'lpulploFdns rslsod eped spueq uextfpw
Wp11 EusI upeseolal pelor eped ue1

EuuA 159 uep uotlfpul prepp epe), ls€l
e {qeq Fpulplo qns dasuo)l .uEndutDJed fud
{Pq uEEunpulFad eAuqeu.ral uexleq!}te8uauj
dpos:a$ upp lseulplo qns ro)lpl

'Jlunpod uee(laryd lp5eqos de88uE
Ispp lgd us{n{ellp 6ue^ upetualad e es

rnllDi 'DSJrat upp l€fusrllp Euel
uep qppuer Eua{. IUd lelsos snlets 'Dnpa}

urles lpp!] 8ue.I ueesenlal lsylal ,DwD ad
'iPlsos 13dsv .ues€re)pl uellnqirj!.r

lsuetodFq tud E(JaX lsdujei 'Dnpa:f uep :e[
ue)|nq IUd paqpq upde8 up e^uppe .r{i,
:llndoetu 's!ppn^ pdsv 'lersos ledse und

slpun^ Xadse )i!pq .Lud ls$sqas uEnduar
tEeq letsos usp urnlnq ue8unputlad pluqaut
qlseu ue{leqple8uor! 8up,( lorye1 edaaqaq

'$qesJat jollpj-Jo )lPJ u!?l€s
ue[ uesuep ue\SutpuEqp etlg qep|r.r

-u! upllpp8usd g.radas aursiuelau-e.xsru$pr!
dppeqrel seqp plUlurer.u lpplr lud tup ruElpo
'leu.uoju! erpDs uqnlellp lud ueg!(e,$al uep
4eq pl8uei(uaul 8ue^ upq60es€d ue3esela{u
"ad tEqusreq ,uP)llfpur uep lud pre p l]lslleu
-Jatpd uep uee&mplol ,lprxlojul Eue,{ ue8unq
-nq IBJ1s puale{ .nll up8uep uelrqrcg

ruSllsujalgd upuelad re5eqes $|eleut upupJ
-od Euepuetuaul up{rfpu p.led pIuBUeF [e6eq
-aS 'ue)llfsui uptusp stEuet qeunl €pa)isd upd
Erplup ue8unqnq u9) Eu.llojuroul 4n1un e^epnq
ueueFEue€I len)padureu rul leH .(Jadraq) ntupq
-u-tod regEqes Jepa{as e^u€ri uplulpleuj ,{sJa}

-:o,an) e{_e4ad lEFEqas nqes.lp xslas iiu€Jpf lud
'epeqraq le8ues ueFuede; lp E'{uu?ete^uel pDed

'ueqli!€p unu.:ep ..,e1_re1 ue;unqnq ijJ€lpp 4c^p!
uep 1pe Eue,{ uenlppacl uep up}pquJr ledepuaur
eues etualsq Inlun 1eqleq Suuo delie5. e,r,rqeq
rnle5ueu {Z) rp]{e 0 8Z lesed uep (Z) ie,{e lZ
lpsed uenluelal .uetnt8ueuad qelunf qsqupu
-au 1eqrlElag SueI ef.ra1 ue8unqnq uesnln&od
ueSuap rtr-l{e.taq tue{ r.;runq7ele1sd €rpd ue1n,l
^e11p 8ue{ ueyoSoued .esel >1n[un ,eEguel q?ul
-r'r epared deperye| ueesllludd ,ueviqueifted

Euetu€'] snse)i e,{u1e{ueq usauep iqrrqrel lul l?H'uE{dereqlp EueA l-re{tas ueipfraq urnpq ,e^u
-upelprfue{ €pEd .splp lp lnqaslel r.regunpul;.nd
eriFue: rsplep u?1n4ellp rielal Eue^ eqesn

'lud f4tsq€S upnduajad dEpEqral run)tnH
uetunpullJad lequl?r{tueu Euef .rotr1r3-.ro11e3

.(lud) EE upt upu,
-nJ gfue)|ed {nspulal .stEuq qeiun.j lup]ep ue
-reluplauad p/.uepe iiplppp e^u{nlu3q ntes qelps
lpegat pslq e68ue1 qetun.r uelpp upsua)pl
e {qeq ue)Fue.laue& Eup/( ,OOZ unqpl tZ .oN

nn I lesed tuplpp uqse8etlp 1ur 1eg .elure8eq
-es upp uplEqas€),| ueue^eFd .e^uulel 

4prlrd nelp
lplsos etpqulel,lerlo^pe,upllpaEued,uppqefat
'uerslpdarl ,efuen|e>1 leqld Upp uebunpuruad
ue{lpdppuau )teqJaq upqro)l eMqeq ,ueqjo)t

l8eq leq-1eq ueluequaLrl egnt 1ur Euepun-Euep
-un plpur (1X6) eE8uel qpuJnl pgaxad ,nspu-pl eE8uel qeurru utElpp uEspralel 1pef.ra1 e11f
Bretueues .(196y) e88uel qEuJnU utplpo upssl
-ela) uesndsq8uad Sueluaf ,002 unqpl €Z .oN

nn urplEp up)lnuolrp egnt ledep IUd leEeqss
upndtuel€d depeql€l unlnq up8unpulpad

qalorodrp Sued 1X4 qedn ,JDd&{aa{ upp
I oeqrs ?utei qiqai uBp sele), r.l,(:loi Ef

'q snrpq 6upes fud u?elp^uel rup)ep .ptjax
:nle8uaut uelep sptoiols)iau qelepe tud

nl?s t,|ples,D8!JaI juP8unpulll€,€
u.'ouFLlr {ppll l-ud upp t€nt qlgal qnp! re^r
tslsod Sueiau.leu,, Lletrfeul leqrlieJaq luf leq

EueA lpqrd-leqtd pures:oq uplp{Bdaral
! uep llpp tueA s11npa1 e[.ra>1 1er1uo>i epe
lp8ups 'Dnpa{ ljpsed upelulule,J gunlue8

leEups jud ueeper€qel ,DuDl.rad .rorle!
qelo ue{qeqsslp unwn eteres Eue{

llltlueur uendure.tod IUd puerq .F
lrxPlpEueut qrseu upnduejed lud lul

leuoFeuletu! lsua^uoy undnpu upEugpun
:n.red uunlelad leEpq.teq qalo 6unpu{!p
p(ro)pd lp8pgas Jrlpurou pje'es IUd

eles 'upndua;ad IUd puelnJe] uelueJ lp5u
6uer{ lsaJold ue)lpdtuou lud ueplp^uax unut

'Bfua{ upEunqnq rpua'ueur umuln upgu
ulalsls urelep eI 193 ued nel8ueluatu

ueef-ier1e5uua1ay Eue U3f €00a unqel
-oN nn 'lprltJoJ roll3s rp e[.ra1ad ueqrsl;as

ttoz pEnuef t .oN t] -to^
unlnH ufluJ€ulc leul.f t€

uP)lleselarfu€ru lnlun lnlugqrp Euei{ lrlsnp



Pengakuan Hak-Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Targga {Domestic Wor/'(efs)-.. 55

rendah. Pandangan stereotip
bahwa pekerjaan rumah tang-

yang tidak memertukan ke-
profesionat menyebabkan pe-

PRT mempunyai status sosial

kurang dihargai. Pekerjaan ru-
sebagai kodrati perempu-

yang diterima oteh PRT juga
profesi tainnya. i{e-

dan smith, PRT tergotonE sebagai
informat, yaitu sektor yang ti

asi (wprganized), tidak diatur
dan sebagian besar tegat tetapi

(unregistered). Ketiga faktor
mefljadikan profesi PRT memang

, tidak diatur dan tidak ter-

yang Dilakukan Perempuan PRT

Kekerasan Ftsik, Psikis,
Seksuat.
tukurn datam memberikan pertin-

sebagai suatu sarana atau
mengatur kewajibaa dan hak-

Hukum ;'uga berfungsi seba-
perlindungan bagi subjek hukuft.

Mertokusumo hukum berf ungsi

kepentingan manusia. 10

hukurn internasior-'at tentang
hak-hak perenrpuan sebagai PRT

mengenai Penghapusan Segata

Terhadap Wanita atau yang

CEUAW telah diratifikbsi d€rrgan

199/. atau lebih dikenai dengan

Konvensi tersebut ielah
lndonesla dan mengikat seluruh

lndonesia,
perempuan sebagai PRT v/alau-

sudah mendapat perlin-
dalam sistem peraturan perun.

nasional, namun pelanggaran

PRT rnasih sering terjadi
masyarakat" Kehadiran hukum

Op-Cit., hlm.257.
"Pertindunsan Anak Dalam Perspektif Hu-

fTinjauan HAN, Hukum Perdata dan Hukum
', Jun|Ql Vafia krodiloo, Vot. )O(Vl, No. 308 Ta-
1, Jakarta: Badan Pefletitian dan Pengembangan

sebagai suatu yang sangat vital, seperti mem-
pertahankan kelangsungan hidup masyarakat
dan cara-cara melindungi masyatakat dari gang-
guan baik dari dalam maupun dari [uar. Dengan

demikian hukum diterima dari sudut pandang
yang sangat [uas, khususnya mengenai tempat
dan peranannya dalam masfarakat. Paradigma
sistem hukum yang diajarl<an oleh Lawrence l\{.
f-riedman terdiri atas 3 (tigal konnponen yaitu
komponen strukturat, komponen subgtansi dan
komponen budaya hukur*,tr Komponen struk-
tural merupakan bagian dari sistem hukum yang

bergerak dalam suatu mekanisme, termasuk da-
tam komponen ini antara lain pembuat undang-
undang, pengaditan dan lembaga yang diberi
w€r /eflang umuk menempkan hukum serta lem-
baga yang diberi wer,venang rnelakukan penin-
dakan terhadap pihak yang melanggar ketentu-
an hukum. Komponen substansi yaitu hasil kerja
nyata yang diterbitkan oteh sistem hukum. Harit
ini berwujud hukurn in cancreto atau kaidah hu-
kum khusus dan kaidah hukum irr obsfrocto atau
kaidah hukum umum. Biidaya hukurn diai'tikan
keseluruhan sirtera nilai serta sikap yang mem-
pengaruhi hukum. lrlasyarakai hafus mengetahui
interaksi antara hukum dengan faktor-faktor [a-
innya datam perkembangan masyarakat-, teruta-
ma ekonomi dan sosial,

Setiap warga negara baik taki-laki rnau-
pun perempuiin mempunyai hak untuk bekerja.
Sebagaimana diatur dalarn Pasat 27 ayat (1)
UUD 1945. Selain mempunyai hak yang sama
utttr* b€kerja, pek€ria Laki-hki dan per€rnpuan
juga mempuya!'hak upah yang sama dalarn pe-

keqaai yang sama nilainya. Demikian juga pe.
rempuan sebagat PRT mendapat hak yang sama

sesuai dengan pekerjaan yaqg dilakukan. Peng-

aturan secam nonnatif terhadap pekerja rumah
tangga, berarti hukum sudah berfungsi sesuai

dengan tujuannya yaitu menciptakan ketertiban
dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalama
masyarakat harus dapat mencerminkan rasa
keaditan, karena hukurn mengandung nilainitai
sebagai pedornan tingkah taku bagi anggota ma-

" Rabiatul Syariah, "Keterkaitan Sudaya Hukum Dengan
Pembangunan Hukum Nasional", Jurrol Hutw, Eqmlity,
Vol. 13 No. 1, Tahun 2008, lledan: Fakuttas Hukum USt ,
htm. 33.htm. 10.
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cara turut mengdakan perubahan-perubah- berpotensi menimbutkan diskriminasi yang me-
rugikan kepentingan perempuan, seperti karena
pengaruh hukum adat, hukum agama tertentu
dan pengaruh budaya patriarkhi yang b€rakibat
metemahnya kedudukan perempuan. Witayah
kehidupan perempuan yang belum diatur seca-

ra khusus dalam peraturan perundang-undang-

an, mengakibatkan golongan mereka seringkali
ditindas hak-haknya dan mendapatkan pertaku-
an diskriminatif, serta belum dimasukannya se-

bagai pekerja sektor formal. Pandangan stereo-
tip yang menganggap bahwa pekeriaan rumah
tangga adalah pekerjaan yang tidak rnemerlu-
kan keahlian serta tidak p.ofesional menyebab-

kan pekerjaan sebagai PRT mempunyai status
sosial yang rendah dan kurang dihargai" Peker-
jaan rumah tangga dianggap sebagai kodrati pe-

rempuarr, sehingga upah yang diterima oteh PRT
juga tebih rendah dibandingkan profesi lainnya.
Setain itu, pekerja runuh tangga (PRT) tergo-
long sebagai pekeria di sektar informal, yaitu
sektor yang tidak terorgan;sasi (unorsanized),
tidak diatur (unregulated) dan sehagian besar
{egal, tetapi tidak terdaftar {unregistered), Ke-

tiga faktor tersebut yang nrenjadikan profesi

PRT memang tidak terorganisasi, tidak diatur
dan tidak terdaftar.

Upaya ir'emberikan perlindungan hukum
terhadap perempuan sebagai PRT, dapat dita-
kukan melatui perlindugan hukum aspek l"lAN (

UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 1 Ta-
hun 200O Pengesahan ILO No. 182, UU No. UU

No. 7 Tahun 198r', {CEDAWI serta Konvensi ILO

l'lo. 189 dari aspek hukurn Prdana ada dalam
KU!-!P, sedangkan perlindungan dari asp€k hu-
kum Perdata, KuHPerdata, UU No. 23 Tahun

?004 tenta E KDRT, UU No. 1 'l?hun 1979 ten--
tang keselamatan Kerja, UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

Saran
Keberadaan PRT di Kota Patembang dari

tahun ke tahun meningkat jumtahnya. Hat ini di-
sebabkan perkembangan Kota Patembang yang

sedang berubah menjadi Kota Metropolitan. Me-

ningkatnya pembangunan dan perkembangan

tersebut seharusnya diikuti dengan perubahan
perangkat hukum yang ada, karena sampai saat

sebacaimana dibutuhkan oteh suatu
yang sedang membangun.15 Ha[ ter-

oteh Mohammad Koesnoe bah-

tidak terpisahkan dari masyarakat.

dalam masyarakat ini sudah tentu
berpengaruh terhadap perkembangan

dalam masyarakat, karena perubahan di
hukum dapat mempenga!-uhi perkem-
dalam masyarakat. Demikian iuga peru-

datam masyarakat dapat mempengaruhii
hukum yang terdapat dalam ma-

yang bersangkutan. Hukum sebagai kai-
tidak tepas dari nitai (values) \lang

dalam suatu maia!'akat. Bahkan hukum
pencerminan dari nitai-nitai yang

datam masyarakat. Hukum yang baik
yang hiduo ithe living iawJ datam

l6

hukum terhadap p€rempuan
PRT secara normatif dan umum sudah

, Datam konstitusi UUo 1945 dan per-
perundang-undangan sudah secara jelas

tentang hak-hak dan petindungan pe-

antara [ain: Pasal 27 ayat il ) dan (2),

{1) dan (2, datam UU No. 23 Tahun
Penghapusan Kekerasan Daiam

Tangga (KDRT) Pasal 44, UU No" 39 Ta-

Tentang HAI*, Ull No. 21 Tahun 2000

9erikat Pekerj3, serta Konvensi ILO No.

i Kerja Layak Pekerja Rumah Tang-

tersebui walauDun betum diratifi-
pemet'intah indonesia, tetapi setidak-

fakrcr pendorong lgai pernerintah
imengesahkan RUU PPRT tersebut.

-faktor yang menghambat pelaksa-

hukum terhadap perempuan

PRT antara lain: dalam geraturan Der-

baik tingkat nasional maupun

masih banyak dijumpai ketentuan yang

Rusti, "Pembangunan Hukum Berda5arkan Cita Hu-
Pancasila". Jurml llmu t*jkum Prunata llukum,
5 No. 1, Tahun 2011, Bandar Lampung: Program
lrtagister llm! Hukum PPS Universitas Bandar Lam-
htm.32-31.
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